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BAB II 

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru 

1. Sejarah Kota Pekanbaru 

Kota Pekanbaru terletak pada koordinat 101 derajat 18’-101 derajat 

36’ bujur timur dan 0 derajat 25’-0 derajat 45’ lintang utara. Di 

Riaudaratan, posisi Kota Pekanbaru bisa dikatakan di tengah-

tengahwilayah.Dengan letak yang demikian, membuatnya menjadi cukup 

strategissebagai Ibu Kota Provinsi. Sedangkan batas-batasnya secara 

administratif adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan 

Kabupaten Siak,sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, 

sebelah baratberbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, dan sebelah 

timurberbatasan dengan Kabupaten Bengkalis. 

Secara geografis Kota Pekanbaru dibagi menjadi dua, yaitu 

wilayah utara Sungai Siak dan wilayah selatan Sungai Siak.Sebahagian 

besar lahan terbangun sampai saat ini berada di wilayah bagian selatan 

Sungai Siak. Secara umum Kota Pekanbaru memiliki ketinggian 5-50 m 

dari permukaan laut.Sebagian wilayahnya terdiri dari daratan rendah yang 

ratarata 0-2% dan sebagian kecil bergelombang 2-40%.Daratan rendah 

sebagian besar berada pada bagian selatan Sungai Siak dan sebagian yang 

bergelombang terletak pada bagian utara dan sebagian kecil di bagian 

selatan Sungai Siak dengan ketinggian 5-11 m dari permukaan laut. 
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Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" 

yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. 

Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi 

perkampungan.Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat 

pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang 

terletak di tepi muara sungai Siak. 

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya 

melainkan Senapelan.Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan 

perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura, Semenjak Sultan Abdul Jalil 

Alamudin Syah menetap di Senapelan beliau membangun istananya di 

Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. 

Diperkirakan Istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. 

Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk 

membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang.Usaha yang telah 

dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda 

Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. 

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 

1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima 

Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya 

menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota 

Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai 

populer sebutan "Pekan Baharu", yang dalam bahasa sehari-hari disebut 

Pekanbaru. 
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Penduduk Kota Pekanbaru besifat hetrogen dengan latar belakang 

etnis, adat istadat, agama, pendidikan, pekerjaan serta sosial budaya yang 

berbeda. Dari segi etnis, Kota Pekanbaru terdiri dari penduduk multi etnis. 

Kota ini dihuni oleh etnis Melayu, Minang, Batak, Jawa, Banjar, Bugis 

dan cina serta kelompok etnis lainnya yang jumlahnya tidak terlalu besar. 

Namun demikian etnis Melayu merupakan jumlah terbesar dan secara 

kebudayaan dominan. Hal ini karena kelompok etnis Melayu merupakan 

etnis asli daerah Riau, sedangkan kelompok etnis lainnya merupakan 

imigran yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. 

Heterogenitas penduduk cukup mewarnai kehidupan sosial 

penduduk Kota Pekanbaru. Interaksi antar kelompok etnis yang berbeda 

pada hakekatnya relatif punya jarak sosial tertentu. Namun demikian, 

struktur sosialnya di dukung oleh norma-norma agama dan adat. Meski 

kedua norma tersebut mempunyai kekuatan yang berbeda dalam mengikat 

anggota masyarakatnya, norma agama, terutama norma agama Islam yang 

banyak dianut oleh anggota masyarakat cukup dapat mempertautkan jarak 

sosial karena perbedaan etnis tersebut. Stratifikasi masyarakat Kota 

Pekanbaru pada dasarnya bersifat terbuka, dimana semua mempunyai 

kesempatan yang sama untuk menduduki suatu posisi atau struktur sosial 

yang lebih tinggi. Biasanya Strafikasi ditentukan oleh sesuatu yang 

dihargai. Keadaan seperti ini dapatdimengerti karena heterogenitas 

penduduknya baik dari aspek latar belakang pendidikan, etnis, pekerjaan, 

usaha dan jasa yang dilakukannya. Dalam masyarakat Kota Pekanbaru 
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sekurang-kurangnya ada tigabentuk pelapisan yang muncul kepermukaan 

yaitu berdasarkan tingkat ekonomi, pendidikan dan jabatan yang diduduki 

seseorang.  

Masyarakat Riau pada umumnya dan Pekanbaru khususnya bisa 

berbangga diri ketika pemerintah pusat memberikan otonomi kepada 

pemerintahan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang di jabarkan 

melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan 

daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004. dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan 

Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah mendatangkan berkah 

yang luar biasa bagi bumi lancang kuning, khususnya bagi pemerintah 

Kabupaten Kota yang ada di provinsi Riau.  

Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan di Kota Pekanbaru, dilaksanakan oleh pemerintah Kota 

Pekanbaru yang terdiri dari Walikota, DPRD Kota Pekanbaru, Sekretaris 

Kota dan Dinas-Dinas Kota Pekanbaru, yang menangani berbagai bidang 

dan sektor. Selain itu instansi-instansi Kota Pekanbaru ini juga mempunyai 

hubungan teknis substantive dengan instansi nstansi vertikal.Kota 

Pekanbaru dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan 

menjadi harapan untuk dapat menjawab permasalahan dan tantangan yang 

muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik dan lainnya 

dalam masyarakat.  
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2. Visi KotaPekanbaru 

Pernyataan visi yang dirumuskan oleh aparat penyelenggara 

pemerintah Kota Pekanbaru menuju tahun 2020 adalah “Terwujudnya 

KotaPekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan serta 

PusatKebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang 

BerlandaskanIman dan Taqwa”. 

Visi tersebut diatas mengandung makna sebagai berikut:Pusat 

Perdagangan dan Jasa, menggambarkan keadaan masyarakat Kota  

Pekanbaru yang diinginkan dalam decade 20 tahun kedepan Pemerintah 

Kota Pekanbaru dengan dukungan masyarakatnya yang dinamis akan 

selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan Kota 

Pekanbaru menjadi pusat perdagangan dan jasa di kawasan Sumatera. 

Kehendak menjadikan Kota Pekanbaru sebagai pusat kebudayaan 

Melayu antara lain akan diarahkan kepada tampilnya identitas fisik 

bangunan yang mencerminkan kepribadian daerah, adanya kawasan 

beridentitas adat Melayu serta makin mantapnya kehidupan dapat yang 

digali dari nilai-nilai luhur Melayu.  

Masyarakat Sejahtera merupakan salah satu tujuan kehidupan 

masyarakat Kota Pekanbaru pada decade 20 tahun kedepan. Dalam kondisi 

ini dicita-citakan masyarakat akan dapat hidup dilingkungan yang relatif 

aman, bebas dari rasa takut dan serba kecukupan lahir batin secara 

seimbangan dan selaras baik material maupun spiritual yang didukung 

dengan terpenuhinya kualitas gizi, kesehatan, kebersihan dan lingkungan. 
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Berlandaskan iman dan taqwa merupakan landasan spiritual moral, norma 

dan etika dimana masyarakat pada kondisi tertentu mempunyai pikiran, 

akal sehat dan daya tangkal terhadap segala sesuatu yang merugikan 

dengan memperkukuh sikap dan prilaku individu melalui pembinaan 

agama bersama-sama yang tercermin dalam kehidupan yang harmonis, 

seimbang dan selaras. 

 

B. Sejarah Singkat Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru 

Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang dulunya 

merupakaninstansi vertical yang disebut dengan pegawai pusat yang 

diperbantukandidaerah dimna sejarah instansi ini terbentuk pada tahun 1974. 

Pada waktu itubelanda masih ingin kembali menjajah Negara Republik 

Indonesia, terjadilahpeperangan antara belanda dengan TNI, banyak rakyat 

yang mengungsi danterjadi kekacauan disana-sini. 

Untuk membentuk ABRI maka diperlukan suatulembaga atau instansi- 

instansi maka berdirilah lembaga yang disebut inspeksisosial mulai dari pusat 

sampai kedaerah.Pada tahun 1950 inspeksi socialditukat dengan jawatan social 

yang tugas pokoknya di sesuaikan dengan UUD1945 pasal 34, yaitu fakir 

miskin dan orang terlantar dipelihara oleh Negara.Pada tahun 1974 jawatan 

Sosial diganti dengan Departemen Sosial R.I,untuk tingkat pusat dan tingkat 

provinsidisebut Kantor Wilayah DepartemenSosial dan tingkat 

Kabupaten/Kota disebut dengan Departemen Sosial Kabupaten/Kota. 

Pada tahun 1998 Departemen Sosial RI, dibubarkan oleh Presiden R.I, 

yaitu K.H, Abdurrahman Wahid atau Gusdur, pada saat itu untuk tingkat pusat 
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Departemen Sosial RI berganti nama menjadi Badan Kesejahteraan Sosial 

Nasional (BKSN).  

Tahun 2000 berganti nama lagi menjadi Departemen Sosial dan 

Kesehatan RI karena digabungkan dengan Departemen Kesehatan. Pada tahun 

2001 tepatnya pada pemerintahan presiden Megawati Soekarno putri 

Departemen Sosial RI dikembalikan lagi pada posisi semula. Untuk Kota 

Pekanbaru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas maka 

terbentuklah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2001 yang selanjutnya diperbaharui 

dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan 

Organisasi, kedudukan dan tugas pokok Dinas–dinas dilingkungan 

Pemerintahan Kota Pekanbaru. 

1. Visi dan Misi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. 

Visi Dinas sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah sebagai 

berikut “Terwujudnya Kesejahteraan Penyandang masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) yang didukung oleh sumber daya Penyelenggara 

Kesejahteraan Sosial dan peran Masyarakat serta Pemakaman yang bersih, 

tertib dan indah”. Dari visi diatas dirumuskan misi sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap PMKS.  

b. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi PMKS secara 

berkelanjutan. 

c. Pemberdayaan sosial bagi PMKS agar mampu memenuhi kebutuhan 

secara mndiri. 
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d. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 

penyelenggaraan kesejahteraansosial. 

e.  Meningkatkan dan mengembangkansumber pendanaan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

f.  Mewujudkan pemakaman yang bersih,tertib dan indah. 

Dinas Sosial dan pemakaman Kota Pekanbaru mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah kota dibadang 

Kesejahteraan Sosial dan pemakaman. Untuk menyelenggarakan tugas 

tersebut sesuai dengan peraturan walikota Pekanbaru Nomor 17 tahun 

2008 Bab V pasal 98, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru 

mempunyai tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut: 

Melakukan pelaksanaan pembinaaan Kewenangan dibidang kesejahteraan 

Sosial dan pemakaman yang ditetapkan oleh WaliKota Pekanbaru. 

a. Penyusunan pelaksanaan rencana program dibidang pembinaan teknis 

kesejahteraan Sosial di kota Pekanbaru. 

b.  Melakukan Pengelolaan, penyelenggaraan dan penyuluhan Usaha 

c.  Pelaksanaan Pembinaan, pelatihan ketrampilan dan pemberian bantuan 

kepada klienuntuk usaha kesejahteraan Sosial. 

d. Melakukan Pengawasan, pengendalian dan pemantauan kepada klien 

yang telah dilatih dan diberi bantuan. 

e.  Pengelolaan dan pengolahan serta pengumpulan data dan informasi 

serta evaluasi Kegiatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS), potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). 
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f. Pelaksanaan koordinasi antar instasi terkait, lembaga-lembaga dan 

organisasi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan usaha 

kesejahteraan sosial (UKS). 

g. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketataleksanaan, keungan, 

kepegawaian, pralatan dan perlengkapan. 

h. Pengeloaan kegiatan usaha kesejahteraan sosial melalui petugas sosial, 

pekerja sosial, pengurus karang taruna dan lembaga sosial masyarakat 

di kelurahan/desa. 

i. Pengelolaan kegiatan pemakaman dan penertiban lahan-lahan 

pemakaman dari seluruh kecamatan dan kelurahan. 

2. Keadaan Pegawai Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. 

Dalam melaksanakan tugas,dinas sosial dan pemakaman Kota 

Pekanbaru dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip 

koordinasi inntergrasi dan   baik dalam lingkungan masingmasing maupun 

antar satuan organisasi dengan tugas masing-masing. Adapun tugas pokok 

fungsi masing- masing bidang sebai berikut” 

a. Sekretaris 

Seretriat dipimpin oleh seorang sekretaris dan tiap–tiap bidang 

dipimpin oleh seorang kepalabidang yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab pada kepala dinas sosial dan pemakaman. 

Sekretaris mempunyai rincian tugas: 

1). Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, 

umum, perlengkapan, keuangan dan penyususan program dinas. 
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2)  Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan. 

3). Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja 

tahunan dilingkungan dinas. 

4). Mengkoordinasikan,membina, mengarahkan dan merumuskan 

pedoman dan petunjuk administrasi,keuangan,kepegawaian,tata 

persuratan,perlengkapan umum dan rumah tangga dilingkungan 

dinas. 

5)  Mewakili kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan 

atau tidak ada ditempat. 

6). Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan subbagian-

subbagian. 

7)  Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan 

rapat dinas,upacara serta keprotokolan. 

8) Mengkoordnasikan,membina, merumuskan,laporan tahunan dan 

evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban dinas. 

9). Mengkoordinasikan,memelihara, membina kebersihan,ketertiban 

dan keamanan kantor dan lingkungannya,kendaraan dinas serta 

perlengkapan gedung kantor. 

b. Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial Mempunyaitugas 

sebagai berikut: 

1) Penyusunan Program kerja 

2) Pembinaan dan perumusan bimbingan teknis dan Pengendalian 

program pelayanan Sosiakal dan pemberdayaan sosial. 
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3) Pengkoordinasian inventarisasidata penyandang masalah  

Kesejahteran Sosial 

4) Pengumpulan bahan kegiatan Penyuluhan. 

5) Pelaksanaan tugas-tugas lain. 

Bidang pelayanan dan pemberdayaan Sosial terdiri dari: 

a. Seksi Kesejahteraan Anak, Keluarga dan lanjut usia. Mempunyai 

tugas pokok dan fungsi: 

a)  Penyusunan program kerja. 

b)  Pelaksanaan Kegiatan bimbingan Sosial dan pelatihan 

keterampilan. 

c)  Perluasan jangkauan pelayanan bayi/anak 

d)  Pembinaan kesejahteraan anak 

e). Pendataan terhadap anakterlantar, anak jalanan, keluarga muda  

miskin, lanjut usia/jompo terlantar. 

f)  Pelaksanaan tugas–tugas lain. 

b. Seksi pemberdayaan keluarga miskin Mempunyai tugas sebagai 

berikut: 

a) Penyusunan Program kerja. 

b) Pendataan,Penyuluhan, dan bimbingan sosial bagi keluarga miskin. 

c) Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif dan bantuan 

pengembangan usaha keluarga binaan sosial. 

d) Pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya 

kegiatan dibidang tugasnya. 
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e) Penginnentarisasian masalah dan menyiapkan bahan petunjuk 

pemecahan masalah. 

f) Pelaksanaan tugas- tugas lain. 

c. Seksi lembaga sosial dan penyuluhan sosial. 

a)  Penyusunan Program Kerja. 

b)  Pendatan terhadap Orsos/ LSM/ yayasan, panti sosial, Karang 

taruna, Kelompok Bermain dan tamanpenitipan anak. 

c)  Penyusunan profil, pendatan kebutuhan komunikasi dan informasi 

edukasi. 

d). Pemberian izin operasional Orsos / LSM/ yayasan,panti Sosial, 

Kelompok Bermain dan Taman Penitipan anak. 

e)  Pengembangan system organisasi sosial. 

f)  Peningkatan penyuluhan sosial kepada masyarakat. 

g)  Pengembangan forum komunikasi. 

h) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan,pembinaan terhadap 

Orsos. 

i)  Penyuluhan dan bimbingan sosial. 

j)  Pembinaan fungsi sosial wanita 

k)  Pembinaan pekerja sosial masyarakat. 

l)  Pelaksanaan tugas- tugas lain.  
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C. Sejarah Umum UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul 

Khotimah Pekanbaru 

1. Latar Belakang 

UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah 

Pekanbaru dikeluarkannya SK Mensos RI Nomor: 32/HUK/Kep/V/1982. 

Sasana Tresna Werdha Khusnul Khotimah pada saat itu merupakan UPT 

Departemen Sosial yang dikelola oleh pejabat setingkat esselon IV. Pada 

tanggal 31 Januari 1984 diresmikan penggunaannya oleh Menteri Sosial 

Ibu Nani Sudarsono, SH. Pada tahun 1995 Sasana Tresna Werdha Khusnul 

Khotimah berganti nama menjadi Panti Sosial Tresna Werdha Khusnul 

Khotimah (PSTWKK). 

Dengan diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang 

pemerintahan daerah maka dalam era otonomi daerah tersebut Panti Sosial 

Tresna Werdha Khusnul Khotimah pengelolaannya diserahkan kepada 

pemerintahan provinsi Riau berdasarkan peraturan daerah provinsi Riau 

Nomor: 31 tahun 2001 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata 

kerja Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau Panti Sosial Tresna 

Werdha Khusnul Khotimah berganti nama Balai Pelayanan Sosial Tresna 

Werdha Khusnul Khotimah. 

Pada tahun 2008 sesuai dengan peraturan daerah nomor: 9 tahun 

2008 dan peraturan Gubernur Riau nomor: 50 tahun 2009 Balai Pelayanan 

Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah berubah nama menjadi Unit 
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Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah dan 

dikelola oleh pejabat setingkat esselon III. 

Sejak mulai berdirinya tahun 1981 sampai dengan januari 2009 

telah menerima lanjut usia terlantar sebanyak 422 Orang dan saat ini lanjut 

usia yang berada di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul 

Khotimah Pekanbaru sebanyak 70 orang  

2. Dasar Pembentukan 

a. Undang-undang RI nomor: 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut 

usia. 

b. Peraturan pemerintah nomor: 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan 

upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia. 

c. Keputusan menteri sosial nomor. 22/HUK/1995 tentang struktur 

organisasi dan tata kerja panti sosial. 

d. Peraturan daerah nomor. 31 tahun 2001 tentang pembentukan susunan 

organisasi dan tata kerja badan kesejahteraan sosial. 

e. Peraturan daerah nomor: 09 tahun 2008 tentang organisasi dan tata 

kerja dinas daerah pemerintahan provinsi Riau. 

f. Peraturan gubernur Riau nomor: 50 tahun 2009 tentang uraian tugas 

UPT dinas sosial provinsi Riau. 

3. Tujuan 

Memenuhi kebutuhan hidup bagi lanjut usia, yang karena sesuatu 

dan lain hal harus mendapatkan pelayanan di dalam panti maupun di luar 

panti berupa kebutuhan rohani, jasmani dan sosial dengan baik sehinga 
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mendapatkan kesejahteraan lahir batin sesuai pasal 34 UUD 45 “fakir 

miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.  

4. Sasaran 

Lanjut usia terlantar yang dapat diterima adalah yang berasal dari 

seluruh kabupaten/kota lingkup provinsi Riau yang meliputi: 

a. Lanjut usia terlantar baik secara sosial maupun ekonomi (klien rutin). 

b. Lanjut usia yang mengalami masalah sosial, tetapi tidak secara 

ekonomi (klien subsidi silang). 

c. Lanjut usia yang mendapatkan pelayanan dari dalam panti tetapi tidak 

bertempat tinggal di dalam panti (clien day care service). 

d. Lanjut usia yang mendapatkan pelayanan di luar panti (home care 

service). 

e. Lanjut usia yang mendapatkan kekerasan baik fisik, psikis atau 

sosial(trauma service center). 

f. Keluarga yang mempunyai lanjut usia pada saat tertentu dapat 

menitipkan. 

5. Persyaratan Lanjut Usia 

Persyaratan lanjut usia terlantar yang masuk pada UPT Pelayanan 

Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru adalah dengan 

kriteria sebagai berikut: 

a. Tidak mempunyai keluarga. 

b. Tidak mendapatkan perawatan dari keluarga. 

c. Umur 60 keatas. 
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d. Mengisi formulir permohonan diketahui lurah/kepala desa. 

e. Surat berbadan sehat dan tidak berpenyakit jiwa dari rumah sakit 

daerah. 

f. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar. 

g. Pengiriman diketahui oleh kepala dinas sosial setempat. 

h. Surat keterangan tidak mampu dari pemerintah (kelurahan/desa). 

i. Surat izin dari pihak keluarga/ahli waris atau pihak yang bertanggung 

jawab. 

j. Calon klien dapat mengurus diri sendiri. 

k. Bersedia mengikuti peraturan dalam UPT Pelayanan Sosial Tresna 

Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru. 

l. Calon klien sebelum diterima/disetujui tersebuh dahulu dilakukan 

home visit. 

m. Bagi pemerintahan kabupaten/kota yang mengirim calon klien 

dimohonkan untuk menghubungi pihak UPT Pelayanan Sosial Tresna 

Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru. 

 

D. Pembentukan Organisasi UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul 

Khotimah Pekanbaru 

Berdasarkan peraturan daerah nomor: 9 tahun 2008 UPT Pelayanan 

Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru dipimpin oleh seorang 

kepala setingkat esselon III, seorang kepala sub bagian tata usaha setingkat 

esselon IV dan staf  
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E. Tugas Pokok dan Fungsi 

1. Tugas Pokok 

UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah 

Pekanbaru mempunyai tugas pokok memberikan bimbingan dan 

pelayanan bagi lanjut usia terlantar agar dapat hidup secara baik dan 

terawat dalam kehidupan bermasyarakat yang berada di dalam panti 

maupun di luar panti yang meliputi: 

a. Menyelenggarakan kegiatan dan pelayanan sosial lanjut usia. 

b. Menyelenggarakan kegiatan penerimaan dan bimbingan lanjut usia. 

c. Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan panti sosial. 

d. Melaksanakan informasi usaha kesejahteraan sosial lanjut usia. 

e. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan panti. 

f. Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan tentang lanjut usia. 

2. Fungsi 

a. Sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia. 

a) Melaksanakan pemenuhan kebutuhan hidup (sandang, pangan, 

papan). 

b) Melaksanakan pemeliharaan kesehatan. 

c) Pengisian waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, termasuk 

kegiatan yang bersifat kreatif. 

d) Memberikan rehabilitas bagi lanjut usia yang bermasalah seperti, 

masalah dalam keluarga dan masyarakat, masalah ekonomi lanjut 

usia serta masalah pribadi klien. 
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e) Membuka konsultasi bagi lanjut usia baik yang berada di dalam 

maupun luar panti beserta keluarga yang bersangkutan. 

b. Sebagai pusat informasi lanjut usia kesejahteraan sosial, khususnya 

dibidang pembinaan kesejahteraan sosial lanjut usia, yaitu 

melaksanakan: 

a) Penyediaan data pembinaan kesejahteraan sosial lanjut usia. 

b) Penyebar luasan informasi usaha kesejahteraan sosial lanjut usia. 

c. Sebagai pusat pengembangan usaha kesejahteraan sosial Menyediakan 

sarana pembinaan kesejahteraan sosial bagi para lanjut usia bagi yang 

disantun di dalam panti maupun di luar panti. 

a) Menyediakan sarana pembinaan dalam menciptakan suasana 

hubungan yang serasi antara sesama lanjut usia. 

b) Menyediakan sarana pemberian keterampilan kepada lanjut usia 

yang berkemampuan sesuai dengan kondisi lanjut usia untuk 

meningkatkan kemampuan dibidang keterampilan. 

 

F. Visi dan Misi 

1. Visi 

Visi dari UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah 

Pekanbaru ini adalah “terwujudnya kesejahteraan sosial bagipara 

lanjutusia yang didasarkan iman dan taqwa serta nilai-nilai budaya” 

2. Misi  

Sedangkan Misi dari UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha 

Khusnul Khotimah Pekanbaru ini adalah sebagai berikut: 
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a. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan UPT Pelayanan 

SosialTresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru. 

b. Meningkatkan pelayanan, informasi dan kesejahteraan. 

c. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan individu, keluarga 

sertamasyarakat dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial 

lanjutusia. 

 

 

 

 


